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ABSTRAK

Nama : Zulfa Hanum

Nim : 141310204

Fakultas/ prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Pengawasan Pelaksanaan ‘Ugitbah Cambuk di Kota

Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat (2) Qanun Hukum
Acara Jinayat tentang Pelaksanaan ‘Ugiibah Cambuk
Tidak Boleh Dihadiri oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18

Tahun)
Tanggal sidang : 02 Agustus 2017
Tebal skripsi :
Pembimbing | : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, MA.
Pembimbing Il : Dr. Jabbar Sabil, MA.

Kata kunci : Pengawasan, Pelaksanaan ‘Ugibah Cambuk

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di
antaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab
XIX. Dalam bab tersebut terdapat Pasal 262 ayat (2) yang menjelaskan tentang
pelaksanaan ‘ugibah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur
18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di dalam praktiknya berbeda dengan
ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian skripsi
ini untuk menjelaskan bentuk pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota
Banda Aceh dan faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk.
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode penelitian lapangan (field research), juga penelitian kepustakaan (library
research) berdasarkan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang
menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian gambaran tersebut akan
dianalisa dari segi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk
pengawasan pelaksanaan ‘ugiibah cambuk di Kota Banda Aceh adalah kehadiran
Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan ‘ugiibah cambuk
untuk mengawasi agar pelaksanaan ‘ugibah cambuk berjalan sesuai dengan
prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan
adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan yang dilakukan
berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan
‘ugubah cambuk mengetahui dan mendengar serta menaati himbauan tersebut.
Adapun upaya yang dilakukan oleh aparatur hukum untuk mengantisipasi
hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses
pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan ‘ugiibah cambuk tidak dilaksanakan
pada hari libur. Karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk
melanjutkan pendidikannya di sekolah walaupun masih ada anak-anak yang
menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Faktor
penghambat pengawasan pelaksanaan ‘uqubat cambuk adalah aparatur hukum
tidak patuh hukum, kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum
Acara Jinayat, dan aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan
masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara
Jinayat.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
) . b
! dilambangkan 16 ! bawahnya
2 o B 17 5 . z dengan titik di
bawahnya
3 < T 18 & ¢
4 & g s dengan titik di 19 ¢ Gh
atasnya
5 d J 20 - F
h dengan titik di )
6 ¢ h bawahnya 21 c Q
7 d Kh 22 d K
8 2 D 23 J L
9 3 7 z dengan titik di 24 ] M
atasnya
10 J R 25 o N
11 J z 26 3 w
12 o S 27 0 H
13 U Sy 28 s ’
s dengan titik di
14 oe 3 bawahnya 29 ¢ Y
. d dengan titik di
15 e d bawahnya
2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
g o Fathah dan ya Al
5 o Fathah dan wau Au
Contoh:
aX : Kkaifa,
Jsz @ haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda

Huruf

/) Fathah dan alifatau ya A

< Kasrah dan ya I

5 Dammahdanwau U

Contoh:

Jé qala
= rama

38 gila

s yaqiilu



4. TaMarbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah () hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
Dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ('3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
:wjjwo‘ﬂ\ - raudah al-atfal/ raudatul atfal

Ludd3d  al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

isb : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan. Contoh: Sahusril 1bn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional,
sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan negara melalui aparat
penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syar’iyah dan advocad
serta lembaga lain terkait.' Dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk diatur
dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagaimana di dalamnya terdapat ketentuan
bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan
oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ketentuan tersebut terdapat di dalam
Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.?

Pentingnya pengawasan (controlling) oleh aparatur penegak hukum untuk
menjaga pelaksanaan produk hukum yang telah ditetapkan. Adanya pengawasan
dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan,
dan lain-lain kendala. Pengawasan oleh aparatur penegak hukum yang berwenang
terhadap tata cara pelaksanaan hukuman cambuk mutlak diperlukan, karenanya
perlu dibuat suatu mekanisme pengawasan agar pelaksanaan hukuman dapat

berjalan dengan baik

'Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh:
Naskah Aceh, 2015), him. x.

?Bunyi Pasal 262 Ayat (2) : “Pelaksanaan ‘Ugiibah cambuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.”



Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai
yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat.
Pelaksanaan eksekusi cambuk disaksikan ribuan warga. Seperti hukuman cambuk
yang dilaksanakan terhadap lima orang yang melanggar Hukum Jinayat golongan
Khalwat dan Ikhtilath yang dilaksanakan di halaman Mesjid Ar-Rahman,
Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, disaksikan ratusan warga Gampong
Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

Pantauan GoAceh.com, dari ratusan warga Gampong setempat, puluhan
besar bahkan hampir 40 persennya disaksikan oleh anak-anak, termasuk para
pelajar SMP. Padahal, larangan menyaksikan hukuman cambuk bagi anak di
bawah umur 18 tahun, sudah diumumkan sebelumnya oleh protokol dalam acara
tersebut. Meskipun sudah dilarang, para anak-anak tersebut masih banyak yang
tetap tinggal dan menyaksikan hukuman cambuk di lokasi.®

Tidak hanya pada pelaksanaan hukuman cambuk di halaman Masjid Ar-
Rahman, kejadian serupa juga terjadi di beberapa lokasi lainnya saat pelaksanaan
hukuman cambuk digelar akibat rasa penasaran dan keingintahuan anak-anak
terhadap eksekusi hukuman cambuk.

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
262 ayat (2) yang berbunyi: “pelaksanaan ‘ugiibah cambuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun.” Dan ini sangat menyimpang dengan praktek yang terjadi

di lapangan.

%Hafiz Erzansyah, GoAceh.com (Senin 28 November 2016 14:40 WIB).



Ada beberapa pertanyaan dan kritik atas ketentuan di dalam Qanun di atas
yang tidak dapat dijawab dengan baik. di antaranya adalah adanya kekaburan
dalam definisi, ketidakjelasan serta kekuranglengkapan norma peraturan yang
menimbulkan kesulitan di dalam praktek sehingga perlu disempurnakan dan
ditambahkan. Usul penyempurnaan dan perbaikan di bidang Qanun Hukum
Acara Jinayat tersebut yaitu :

Tata cara penghukuman (pelaksanaan hukuman cambuk) yang dilakukan
di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang banyak dan memungkinkan orang
banyak menonton termasuk keluarga dekat dan anak-anak, menjadi salah satu
aspek yang perlu dipertimbangkan. Mengingat anak-anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun yang menyaksikan eksekusi cambuk dikhawatirkan akan
terganggu psikologinya. Di samping itu ketentuan ini bertentangan dengan
ketentuan bunyi Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Pertanyaannya
sejauh mana aparat penegak hukum bisa mengontrol pelaksanaan ‘ugibah
cambuk agar tidak dihadiri dan saksikan oleh anak-anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun
Hukum Acara Jinayat.

Mengenai mengapa penulis memilih penelitian di Banda Aceh,
dikarenakan Banda Aceh cenderung lebih banyak melakukan eksekusi cambuk
dibandingkan dari Kabupaten/ Kota lain, berdasarkan data Monitoring Institute for
Criminal Justice Reform (ICJR) sepanjang 2016, Mahkamah Syar’iyah Aceh

paling tidak telah memutuskan 221 putusan perkara jinayat sejak Januari sampai



dengan September 2016.* Dan daerah Aceh yang memutus perkara jinayat
terbanyak adalah Banda Aceh, sebanyak 40 perkara. Dan lebih dekat
jangkauannya dan juga penduduknya yang heterogen. Hal ini akan sedikit
mempermudah dalam melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan yang
penulis angkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh
(analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan
‘Ugiitbah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan
belas) tahun. Dan apa saja faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugiibah

cambuk.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang terkandung di dalam latar belakang masalah
maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :
1. Bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota
Banda Aceh?

2. Apa saja faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk?

1.3. Tujuan Penelitian

Layaknya sebuah penelitian yang memiliki tujuan tertentu, maka

penelitian ini dilakukan untuk tujuan tertentu pula, yaitu :

*http://icjr.or.id/setahun-ganun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-
eksesif-di-aceh/ diakses pada tanggal 2 Juni 2017.


http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/
http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di
Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugibah

cambuk.

1.4. Penjelasan Istilah

Penulis memandang sebelum penulis membahas hasil penelitian terlebih
dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam
pembahasan ini sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembaca.
Istilah - istilah yang dimaksud adalah :

a. Pengawasan

Schermerhorn  mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam
menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung
pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.’
Adapun pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah ketentuan cara kerja
dalam mengawasi pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh yang
merupakan otoritas aparatur penegak hukum di Kota Banda Aceh.

Fungsi pengawasan dilakukan dalam hal ada indikasi-indikasi terjadinya

pelanggaran.®

*Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Prenada
Media, 2005), him. 317.

SAl-Yasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2011), him. 128.



b. Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa
pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.’

c. ‘Ugubah (Hukuman)

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘wugubah. Lafaz ‘ugibah menurut
bahasa berasal dari kata: ‘agaba yang sinonimnya khalafahu wa ja'a bi‘aqabihi,

artinya : mengiringnya dan datang di belakangnya.®

Kata ‘ugibah berasal dari kata kerja ‘aqaba-ya’qubu atau bentuk
masdarnya ‘agba, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat.
Kata ‘ugubah diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah
ditetapkan untuk melindungi kepentingan kepentingan masyarakat umum dan
menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.®

Abdul Qadir Audah memberikan devinisi hukuman sebagai berikut :

0 U 3 oliles B2 2200 3akiady 5501540 Gp 4 S

"Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), him. 70.

8Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 136.

°Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
Aceh, 2011), him. 43.



Artinya: “hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.*°
d. Cambuk
Cambuk yang dimaksud dalam Qanun adalah suatu alat pengukur yang
berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan
tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.**
e. Analisis
Analisi adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan kebenaran,
tela’ah terhadap suatu masalah yang menyelidiki dengan menguraikan bagian dari
suatu yang diselidiki secara sistematis.'?> Adapun analisis dalam skripsi ini adalah
analisis terhadap Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang
pelaksanaan ‘ugqibah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur
18 (delapan belas) tahun.
f.  Qanun
Qanun berasal dari bahasa yunani yaitu “canon” kemudian masuk ke
dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani, secara etimologis berarti “ukuran
segala sesuatu” (al-miszarah), kemudian menjadi ukuran benar salah suatu
perbuatan, atau peraturan (al-gaidah). Secara terminologi, Qanun adalah

kumpulan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai

19Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Pustaka Setia: Bandung, 2000),
him. 59.

"Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-Undang,
Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan
Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi Keenam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, 2008), him. 143.

>Tim Geneca Sains, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Penabur 1lmu, 2001),
him.72.



daya memaksa dalam mengatur hubungan manusia dalam masyarakat di suatu
wilayah hukum.

Qanun dapat juga bermakna kumpulan materi hukum yang tersusun secara
sistematis dalam suatu lembaran negara yang dikenal dengan Undang-Undang.*?
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Qanun diartikan sebagai Undang-Undang,
peraturan atau Kitab Undang-Undang. **

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah, di
mana dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh diatur tentang tata cara
pengesahannya, pembentukan dan pemberlakuannya, pengawasan dan pengujian,
dasar dan asas pembentukan maupun materi muatannya.*®

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, Qanun merupakan suatu
aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah
kekuasannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas,
Qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh
juga disebutkan bahwa Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan

yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi

B3Syahrizal Abbas, Syari’at Islam di Aceh, Ancangan Metoologis dan Penerapannya,
(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), him. 64.

YIdrus H.A., Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia (Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 1996),
him. 57.

Satuan Kerja BRR, Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh Menuju Era Baru Aceh, (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), him. 47.



setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam figih yang

ditetapkan oleh sultan.™

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya mengenai pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda
Aceh analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan
‘Ugibah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun
belum pernah dilakukan. Dengan demkian keaslian penelitian ini dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan
penelitian yang penulis lakukan diantaranya yaitu:

Skripsi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta ditulis oleh Husaini yang berjudul Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman
(Studi Komparatif Antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh). Yang menjelaskan
tentang problematika penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh, dan segi-segi
perbedaan serta persamaan antara Qanun dan hukum adat Aceh.

Kemudian skripsi mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
yang ditulis oleh Erdiansyah yang berjudul Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana
Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah
Hukum Kota Madya Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tahun

2008. Yang menjelaskan tentang keefektifan penerapan sanksi pidana cambuk

®Al-Yasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2011), him. 9.
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dalam menekan tingkat pelanggaran Qanun di bidang Syariat Islam di Wilayah
Hukum.

Skripsi mahasiwa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tulis oleh
Sherly Herdiyanti yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap
Pelanggaran “Qanun” di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). yang
menjelaskan tentang efektifitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap
pelanggaran di wilayah Kota Banda Aceh dan upaya Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam mengontrol penerapan Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh.

Dari semua skripsi yang berkaitan dengan tulisan penulis yang penulis
paparkan di atas, tidak ada yang secara khusus membahas tentang pengawasan
pelaksaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2)
Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan ‘ugibah cambuk tidak boleh
dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun). Hampir semuanya hanya
membahas secara umum dan tidak spesifik seperti skripsi penulis. Hal inilah yang
membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan

sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

1.6. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data
yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan
permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan
ditempuh.

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan



11

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh
fakta tersebut.'’

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analisis yaitu suatu metode betujuan membuat deskriptif, memaparkan data yang
ada, menggambarkan lukisan secara sistematis faktual dan akurat. Data tersebut

dianalisa terhadap suatu permasalahan yang diselidiki.'®

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan data berbentuk
dokumentasi yang berupa pelaksanaan hukuman cambuk dan studi kepustakaan
terkait buku-buku atau referensi-referensi lainnya.

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustaan adalah penelitian berdasarkan pengumpulan literatur
kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku, Qanun, undang-
undang, majalah, surat kabar, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan
pembahasan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan adalah metode di mana yang penulis lakukan dengan

mengadakan penelitian terhadap objek yang akan diteliti dan digunakan dalam

"Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2006), him. 121.

®Burgin Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Raja Wali
Press, 2008), him. 8.



12

penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data untuk data lapangan adalah
wawancara, responden yang diwawancarai yaitu:

1) Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang

2) Jaksa Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang

3) Penyidik Polresta Banda Aceh sebanyak 2 orang

4) Petugas Wilayatul Hisbah sebanyak 1 orang

5) Petugas Dinas Syari’at Islam sebanyak 1 orang.

1.6.2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang
dilakukan melaui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.'® Lebih
rinci Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data primer adalah data yang dicatat
melalui catatan atau perekaman, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber
data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta untuk
mendapatkan hasil utama gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan

bertanya.?

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2001), him. 87.

2 exy J. Maleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007), him. 157.
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b. Data Sekunder
Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data sekuner adalah data yang
bersumber dari pustaka atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.?* Penulis
menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang terdapat di
laman internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian
untuk membangun dasar teoritis. Seperti Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara
Jinayat, buku Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh dan buku lainnya

yang relavan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6.3. Analisis Data
Analisis data yang diperoleh baik dari hasil penelitian kepustakaan (library
research) maupun data dari hasil penelitian lapangan (field research), dipadukan
untuk kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian

gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum.

1.6.4. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan yang digunakan, penulis mengacu kepada
Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun
2013. Sedangkan untuk ayat-ayat Alquran dalam penulisan ini penulis

berdasarkan pada Alguran dan terjemahnya.

Zbid., him. 88.
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1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para
pembaca, maka di sini diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan
skripsi yang terdiri dari empat bab.

Bab satu sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas
dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian ‘ugibah cambuk dan dasar
hukumnya, tujuan ‘ugibah cambuk, perbuatan pidana yang diancam ‘ugibah
cambuk, mekanisme pelaksanaan ‘ugibah cambuk, waktu pelaksanaan ‘ugibah
cambuk, pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk dan alasan anak-anak di
bawah umur dilarang hadir pada eksekusi pidana cambuk.

Bab tiga membahas tentang deskripsi wilayah Kota Banda Aceh,
mekanisme pelaksanaan ‘ugibah cambuk, pengawasan pelaksanaan ‘ugiibah
cambuk dan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

sebagai solusi yang berhubungan dengan permasalahan.



BAB DUA

‘UQUBAH CAMBUK DALAM HUKUM JINAYAT

2.1. Pengertian ‘Ugiibah Cambuk dan Dasar Hukumnya
‘Ugiibah cambuk berasal dari dua kata yaitu ‘ugiabah dan cambuk. Lafaz

‘ugiibah menurut bahasa berasal dari kata: ‘agaba yang sinonimnya khalafahu wa
Jja’a bi‘aqabihi, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.?

Kata ‘ugibah berasal dari kata kerja ‘agaba-ya‘qubu atau bentuk
masdarnya ‘agba, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat.
Kata ‘ugibah diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah
ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka
dari hal-hal yang mafsadat.?®

‘Ugibah adalah hukuman yang dapat dijatunhkan oleh hakim terhadap
pelaku jarimah.** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukuman adalah
siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-

Undang dan sebagainya.”

22Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 136.

2Dedy Sumardi, Hudud dan Ham dalam Pidana Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat
Islam Aceh, 2011), him. 43.

*Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah
Aceh, 2015), him. 6.

>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 511.

15
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Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

25 I il glilae o delaal Aaliaad 55l 215 o di3iid
Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan

masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
syarak.”

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan
balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang
lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman
merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai
balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang
diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.

Sedangkan cambuk yang dimaksud di dalam Qanun adalah: suatu alat
pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1
(satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.

‘Ugithah cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas
terhukum dengan cara mencambuk badannya.”’ Sedangkan hukuman cambuk
dalam bahasa Arab disebut jald berasal dari kata jalada yang berarti memukul di
kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini
terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan

mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. x.

“Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dinas
Syariat Islam Aceh, 2011), him. 59.
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Dasar hukum ‘ugizbah cambuk

Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang hukuman cambuk,

seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:

Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

“ = . ou @ 5“7 7.~ @
5 s Bl Ll 205 05 haln B 3T )
2 L& 23 2

- ,}9;/w%¢:~/ ///'/ 9/5./,/ &

M}A—” O 4.0.9:‘.2 La.’}.‘J..Q W} J”'Y‘
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

;‘J.((aw A.z.:JL: b.:l.: )J WMA.“ Q}AJ.} L)""-“ﬁ
50 (J: \jlw Y) g:d;- e }A):L/l?-l.é

_ A 20 g A _ <, ’é/

O ghwidl] - é_/l.iij 919
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu

terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-
orang yang fasik.”

2 \\

z
// T

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi saw. yang

penulis kutip dari Shahih Mukthashar Muslim yang bunyinya:
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“Dari Ubadah bin Shamit r.a. dia berkata, “Setiap kali turun wahyu
kepada Rasulullah saw. maka beliau terlihat sangat susah dan
wajahnya berubah menjadi pucat. Pada suatu ketika wahyu turun
kepadanya, dan beliau terlihat sangat susah. Setelah tenang kembali,
beliaupun bersabda, ikutilah semua ajaranku Allah telah menentukan
hukum bagi kaum wanita, hukuman seorang perempuan yang
bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan yang bersuami
dan hukuman seorang perawan juga sesuai statusnya sebagai
perawan. Hukuman bagi perempuan yang bersuami adalah didera
seratus kali dan setelah itu dirajam atau dilempari dengan batu.
Sedangkan hukuman bagi seorang perawan adalah didera seratus kali
serta dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun.”(H.R. Muslim)

Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya.
Baik dalam Alquran maupun Hadis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas.
Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang
yang berzina. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada
orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.

Sebagaimana Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas
ibn Malik yang berbunyi:

}&‘Uﬂ”&f@’” ded Jo (5 Jeenu g e
ch\JLﬁ.ﬁa\ﬂcdgwcﬁﬁ\i\MjZdbcwj\jﬁéﬂju\iﬁow

*Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), him. 732.
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“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: ‘“Sesungguhnya
seseorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi
saw., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma
sebayak empat puluh kali. Anas berkata lagi “Hal tersebut juga
dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Umar meminta pendapat dari
orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf
berkata “Hukuman yang paling ringan (menurut ketetapan Alquran)
adalah delapan puluh pukulan.”Kemudian Umar pun menyuruhnya
demikian.”(H.R. Bukhari-Muslim)

Namun hukuman cambuk yang sedang dilaksanakan di kota Banda Aceh
bukanlah termasuk kedalam hukuman had tetapi merupakan hukuman takzir,
yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan merupakan perbuatan yang
diancam dengan hudud, kisas/diat dan kafarat. Jenis jarimah takzir tidak

ditentukan banyaknya hukuman tergantung dari ijtihad penguasa.

2.2. Tujuan ‘Ugiibah Cambuk

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam
adalah pertama, pencegahan serta pembalasan (al-radd wa al-zajr). Dan kedua,
adalah perbaikan dan pengajaran (al-isl@h wa al-tahzib).”

a. Pencegahan serta Pembalasan (ar-radd wa al-zajr)

Pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia

tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus

melakukan jarimah tersebut.®

*Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
him. 63.

%Ahmad Wardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him. 138.
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b. Perbaikan dan Pengajaran (al-islah wa al-tahzib)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini
terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya
hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia
menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran
diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari
Allah Swt.

Adapun tujuan ‘ugibah cambuk dalam Islam secara lebih sederhana dapat
dijelaskan sebagai berikut: Agar para terpidana dan orang yang mempunyai niat
untuk melakukan perbuatan jarimah atau pernah melakukan perbuatan jarimah
tidak melakukan perbuatan jarimah tersebut sekaligus mencegah agar perbuatan
jarimah tersebut untuk tidak dilaksanakan yang mengakibatkan rasa jera kepada
pelaku jarimah tersebut. Jumlah pukulan cambuk yang dilakukan sesuai dengan
jenis bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah atau terpidana tersebut
yang sudah diatur dalam Alquran dan Hadis dan praktek para sahabat.*

Untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan
tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan
hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini

tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

$!Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dinas
Syariat Islam Aceh, 2011), him. 20.
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Dari dua tujuan tersebut dapat diketahui bahwa hukuman cambuk
mepunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk mencegah
terjadinya perbuatan jarimah yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai sanksi
apabila melakukan perbuatan jarimah akan dikenakan hukuman cambuk dan
uintuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan
prilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa ynag telah ternoda dari dosa dan
memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, akal, jiwa nasab dan harta.
Tujuan hukuman cambuk selanjutnya adalah untuk memberikan efek jera dan
pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Dengan
demikian maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga

dan melindungi hak asasi manusia.

2.3. Perbuatan Pidana yang Diancam ‘Ugibah Cambuk

‘Ugitbah cambuk merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Dalam
Qanun Hukum Jinayat untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang
dikenakan ‘ugabah cambuk, seperti zina, gazaf, dan minum khamar. Sedangkan
Untuk jarimah-jarimah takzir, ‘ugubah cambuk sebagai hukuman utama
dikenakan kepada jarimah maisir, khalwat, ikhtilat, liwat, musakagah, pelecehan
seksual, dan pemerkosaan.

Perbuatan pidana yang dikenakan ‘wugibah cambuk dalam Qanun Jinayat

Aceh nomor 6 Tahun 2014 ada sepuluh antara lain sebagai berikut:
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1. Zina

%2 Menurut

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji.
ketentuan umum Pasal 1 angka 26 zina adalah persetubuhan antara seorang laki-
laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan
dengan kerelaan kedua belah pihak.*

Mengenai hukuman bagi pelaku zina disebutkan dalam Alquran surat An-
Nur ayat 2 yang artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang
beriman.”

Dalam Islam untuk jarimah zina ditetapkan tiga jenis hukuman yaitu
cambuk, (tingkatan paling ringan), pengasingan (taghrib) dan rajam (tingkatan
paling berat). Hukuman cambuk dan zaghrib ditetapkan untuk pembuat zina gairu
muksan (belum kawin), sedangkan hukuman rajam ditetapkan bagi pelaku zina
yang muisan (sudah kawin). Untuk pelaku zina gairu muhsan hukuman cambuk
dilakukan sebanyak seratus kali berdasarkan firman Allah di atas. Hukuman zina
yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (gairu muksan) dan rajam bagi
yang sudah kawin (mu/san) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari

penyakit yang berbahaya.

*2Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 37.

*pasal 1 Angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
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2. Qazaf

Qazaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan
paling kurang 4 (empat) orang saksi.**

Berdasarkan Alguran surat An-Nur ayat 2, maka hukum gazaf dikenakan
hukuman cambuk sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman pokok, dan hukuman
tambahan dengan tidak diterima persaksian dari dirinya selamanya. Hukuman
tersebut diberikan apabila tuduhan yang dilakukan tersebut adalah suatu
kebohongan. Sebaliknya apabila tuduhannya adalah benar maka hukuman gazaf
tidak dijatuhkan dan gugur dengan sendirinya.

Ancaman pidana bagi orang yang mengulangi jarimah gazaf adalah
diancam dengan ‘ugibah hudud 80 (delapan puluh) kali, dan dapat ditambah
dengan ‘ugubah takzir paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau
‘ugubah takzir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.®

3. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung

alkohol 2% atau lebih.*® Keempat Maisir berasal dari kata yasara atau yurs yang

artinya mudah, atau dari kata yasar yang berarti kekayaan.*” Dengan analisis

**Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

*>pasal 57 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

*®pasal 1 Angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Al Yasa’ Abu Bakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
2006), him. 75.
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bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi
kaya.®

Ancaman pidana kepada peminum khamar adalah hudud berupa cambuk
40 (empat puluh) kali. Sedangkan bagi peminum khamar yang mengulangi
perbuatannya di samping dijatuhkan hukuman hudud cambuk 40 (empat puluh)
kali, dapat diberikan hukuman tambahan berupa takzir cambuk paling banyak 40
(empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni
atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

4. Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur
untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai
kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan
tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak lagsung.*

Dalam Pasal 18 dan pasal 19 Qanun Hukum Jinayat membedakan jumlah
ancaman pidana berdasarkan jumlah taruhan. Bila taruhan kurang dari 2 (dua)
gram emas murni berlaku ketentuan ‘ugibah dalam Pasal 18 yang berbunyi,
“Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/
keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘ugibah
takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120
(seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas)

bulan. Dan bila melebihi 2 (dua) gram emas murni diberlakukan ketentuan Pasal

**Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian IImiah Institut llmu Al-
Qur’an (I1Q), 1987), him. 25.

*pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
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19 Qanun Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/keuntungan lebih dari 2 (dua)
gram emas murni, diancam dengan ‘ugitbah takzir cambuk paling banyak 30 tiga
puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

5. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi
antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang buka mahram dan tanpa
ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah kepada
perbuatan zina.*

Qanun Hukum Jinayat mengatur jarimah khalwat hanya satu Pasal dengan
dua ayat yaitu Pasal 23. Yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja melakukan
jarimah khalwat diancam dengan ‘ugabah takzir cambuk paling banyak 10
(sepuluh) kali atau denda paling bayak 100 (seratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau
mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘ugibah takzir cambuk paling
banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima
puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

6. Ikhtilat
Ikhtilar adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh

sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan

“Pasal 1 Angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
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suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup
maupun tempat terbuka.**

Pasal 21 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
jarimah ikhtila¢ diancam dengan ‘ugiibah cambuk paling banyak 30 (tiga puluh)
kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara
paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi, “Setiap
orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau
mempromosikan jarimah ikhzilar, diancam dengan ‘ugibah takzir cambuk paling
bayak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus
lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima)
bulan.”

7. pelecehan seksual

pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang
sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai
korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.*

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual
diancam dengan ‘ugibah takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali
atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau

penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*?

*'pasal 1 Angka 24 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014
*’pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

“3pasal 46 Bab IV Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah dan
‘Uquibah.
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8. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang
lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan
pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau mulut korban
dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap
korban.*

Pasal 48 menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘ugibah takzir cambuk paling
sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh
lima) kali atau denda paling sedikit 1250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas
murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau
penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175
(seratus tujuh puluh lima) bulan.

9. Liwat

Liwat adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan
zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.*

Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang
melakukan jarimah liwat diancam dengan ‘ugibah takzir paling banyak 100
(seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni

atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

*pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

*Ppasal 1 Angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
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10. Musahagah
Musahagah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara
saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh
rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.*®
Pasal 64 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “Setiap orang yang
melakukan jarimah musahagah diancam dengan ‘ugibah takzir paling banyak
100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas

murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

2.4. Mekanisme Pelaksanaan ‘Ugiibah Cambuk

Pelaksanaan ‘ugibah cambuk di atur di dalam Pasal 31 s/d 35 Qanun
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 28 s/d 31
Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Pasal 26 s/d 29
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di mana dijelaskan
bahwa ‘ugibah cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa
Penuntut Umum dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/ atau ketentuan
yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. ‘Ugiabah cambuk adalah sejenis
hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk

badannya.*’

“**pasal 1 Angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

“"Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dinas
Syariat Islam Aceh, 2011), him. 59.
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Pelaksanaan ‘ugiibah cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab
jaksa. ‘Ugubah cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan
Mahkamah Syar’iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan
pelaksanaan ‘ugibah hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala
Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah
mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk
melakukan pencambukan atas terhukum.*® Atas permintaan Jaksa Penuntut
Umum, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan
pecambuk dan mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum
sebelum dan sesudah pelaksanaan ‘ugabah cambuk. Hal ini untuk menjamin
bahwa terdakwa telah betul-betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan
apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka
pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan
sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya,
terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada
Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya
tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil
terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil

atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum

*pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10
Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk.
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melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih
anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat
diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa
atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan
pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.*°

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan ‘ugibah cambuk
dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini
disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari ‘ugibah
cambuk. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan
‘ugubah cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP
bahwa setiap surat diharuskan memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk
menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum.*

Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat
dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto atau merekam,
kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayatul Hisbah
dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75
sampai dengan 1 (satu) senti meter dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak

mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangannya.

*Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan
dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan:
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2017.

Muslim Zainuddin, Problematika Hukuman Cambuk di Aceh, (Banda Aceh: Dinas
Syariat Islam Aceh, 2011), him. 60.
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Pelaksanaan ‘ugibah cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran
minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter
sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.
Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua
belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas
pencambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter,
selama pencambukan berlangsung.” Hakim Pengawas wajib memperingatkan
Jaksa untuk menunda pelaksanaan ‘ugubah cambuk, apabila ketentuan di atas
tidak terpenuhi.

‘Ugibah cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala,
muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai
melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga,
tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum
perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum
dicambuk oleh seorang pencambuk, apabila pencambuk tidak sanggup
menyelesaikan pekerjaannya maka ‘ugibah cambuk akan dilanjutkan oleh
pecambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh jaksa. Hal ini untuk
menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja
pecambuk yang telah melaksanakan ‘ugibah cambuknya telah kehabisan tenaga
untuk pelakanaan ‘ugibah cambuk yang kedua atau ketiga kalinya sehingga si

terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan si

*Lihat Pasal 6 Peraturan Gubernur provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10
Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ‘Ugubat Cambuk.
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terhukum yang pertama yang mengakibatkan si terhukum akan selalu memilih
yang terakhir saja dicambuk.

Pecambuk hadir di tempat ‘ugiibah cambuk dilaksanakan dengan memakai
penutup wajah yang terbuat dari kain. ‘ugibah cambuk juga akan dihentikan
apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yag bertugas
berdasarkan perimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat
‘ugubah cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses
‘ugubah cambuk berlangsung timbul hal-hal yang membahayakan bagi si
terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan
ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan
‘uguibah cambuk kembali terhadap si terhukum.

Akhirnya, setelah selesai pelaksanaan ‘wugibah cambuk jaksa membuat
dan menandatangani berita acara pelaksanaan ‘ugibah cambuk dan
ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa
membawa terhukum ke ruang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan
dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal ‘ugibah cambuk belum
dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian

sementara ditulis di dalam berita acara.

2.5. Waktu Pelaksanaan ‘Ugibah Cambuk

Waktu pelaksanaan ‘ugibah cambuk ditentukan oleh jaksa dan
berkoordinasi dengan ketua Mahkamah Syar’iyah untuk menyiapkan Hakim
Pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala

Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan
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terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama
dokter yang ditunjuk pada jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang
membawahi Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan
pada jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor
10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan ‘ugibah Cambuk yang diperbarui
dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak mengatur
mengenai waktu pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggar syariat Islam. Tetapi,
Qanun tersebut menyebutkan, ‘ugibah cambuk dilaksanakan di suatu tempat
terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Pelaksanaan ‘ugibah cambuk tidak hanya dilaksanakan pada hari Jumat.
Tetapi eksekusi cambuk dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja,
tergantung kebijakan dari Kabupaten dan Kota. Namun eksekusi cambuk sering
dilakukan pada hari Jumat, hal itu disebabkan karena pada hari Jumat banyak
masyarakat tidak bekerja. Selain itu, pada hari Jumat kaum laki-laki berkumpul di
Mesjid untuk menunaikan shalat Jumat.

Pertimbangan lain tidak diaturnya waktu eksekusi pada hari Jumat
disebabkan Mahkamah Syar'iyah hanya memberi waktu kepada jaksa selama lima
hari setelah divonis untuk menetapkan hari eksekusi. Jika vonisnya pada hari
Kamis, maka tidak mungkin akan ketemu pada hari Jumat. Sementara jika

ditunggu sampai hari Jumat sudah habis masa vonis. Atas dasar pertimbangan

>*Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan
dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum, VVol.14 No. 2 Mei 2014, Medan:
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2017.
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itulah mengenai hari eksekusi sengaja tidak ditentukan, agar jaksa lebih leluasa

melakukan eksekusi.

2.6. Pengawasan Pelaksanaan ‘Ugiitbah Cambuk

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan
dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti
controling yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan
aktivitas yang direncanakan. Pelaksanaan hukuman cambuk diatur di dalam
Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pada setiap
Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota ditunjuk hakim yang bertugas untuk
membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan
Mahkamah yang menjatuhkan ‘ugiibah.”®

Pengawasan terpidana dilakukan oleh Hakim Pengawas dari Mahkamah
Syar'iyah agar berjalan sesuai prosedur yang benar dan tim Dokter dari Dinas
Kesehatan untuk memeriksa kesehatan pelaku jarimah yang akan dicambuk
sebelum dan sesudah dilaksanakan eksekusi cambuk.

Adapun yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan terhadap
pelaksanaan ‘ugibah cambuk adalah Hakim Pengawas. Disebutkan di dalam
Pasal 272 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa Hakim Pengawas
wajib memperingati Jaksa untuk menunda pelaksanaaan hukuman cambuk,
54

apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.

Pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan ‘ugibah cambuk dilakukan

%3pasal 277 Angka (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

>*Pasal 272 Angka (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.
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oleh Kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat atas
permintaan Jaksa.>
Pentingnya pengawasan untuk mencegah kehadiran anak-anak pada proses
pencambukan karena hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
menyaksikan pelaksanaan ‘ugiibah cambuk dapat mendatangkan kemafsadatan
yaitu terganggu psikologi perkembangan anak. Adapun kemashlahatan dari
pelaksanaan cambuk di depan umum adalah bisa dijadikan pendidikan dan
pengajaran agar jangan pernah melakukan perbuatan terlarang yang dihukum
cambuk karena efek malu dan jera dari hukuman cambuk tersebut. Tetapi pada
anak di bawah umur justru dapat menimbulkan efek mudharat yang lain. Merujuk
kaidah fighiyyah, menolak mudharat harus didahulukan yaitu:
) Waall s e 50 2 G2 53
Artinya: Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mewujudkan

sebuah maslahat.*®

Apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan,
maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya. Apabila maslahat
dan mafsadat seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadat lebih
didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Maka dari perspektif tarjih
maslahat, pencegahan ikutsertaan anak-anak di bawah umur yang menyaksikan

‘uguibah cambuk harus didahulukan.

**pasal 275 Qanun Nomor 10 Tahun 2013.

**Ahmad Sudirman Abbas, Qawa 'id Fighiyyah dalam Perspektif Figh, (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004), him. 148.
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Terkait hal ini, penulis menemukan bahwa pengawasan yang ada di dalam
Qanun maupun Pergub hanya terbatas pada pengawasan jalannya ‘ugibah
cambuk, sedangkan pengawasan terhadap yang hadir di lokasi pencambukan tidak

diatur sedemikian rupa.

2.7. Alasan Anak-Anak di Bawah Umur Dilarang Hadir Pada Eksekusi
Pidana Cambuk

Sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (1) bahwa ‘ugiibah cambuk dilaksanakan di
suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir dan ayat (2), bahwa
anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak boleh hadir dan melihat
langsung secara dekat proses pencambukan.

Tujuan syariat Islam melaksanakan hukuman cambuk yaitu sebagai sarana
untuk menciptakan keadilan dan dilaksanakan di depan umum bertujuan untuk
memberikan efek jera dan malu kepada si pelaku jarimah serta kepada masyarakat
yang menyaksikan untuk dijadikan pembelajaran agar jangan pernah melakukan
perbuatan jarimah.

Adapun dalil yang memerintahkan pelaksanaan ‘ugitbah cambuk di depan

umum adalah:
-~ v )3 7

il e Al Ll X2
D) owe el e agyll Legllae Ly,

Artinya:  dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

sekumpulan orang-orang yang beriman. ’(QS. An-Nur :2)
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Alasan mengapa anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
dilarang hadir dan menyaksikan secara langsung eksekusi pidana cambuk:
1.  Pemeliharaan Tujuan Syarak (Magqasid Al Syariah)

Secara kebahasaan, kata magasid merupakan bentuk jamak dari kata
magsid yang berarti tempat tujuan. Kata magsid berasal dari kata gasd (qasada
yaqgsidu, qasd, fahuwa qasid).”’ Berdasarkan makna kebahasaan ini, dapat
dipahami bahwa kata maqgsid berarti arah (hadf), atau tujuan akhir (ghayah) yang
dibutuhkan untuk bisa tetap (istigamah) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti
adil (‘adl), dan sikap pertengahan (i tidal). Selanjutnya makna keabsahan ini tidak
lepas dalam penggunaannya sebagai istilah khusus di kalangan usiliyyin, yaitu
sesuatu yang dituju dibalik perbuatan.’®

Secara global, tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah
untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia yang fana ini,
maupun kemaslahatan di hari yang baga (kekal).”® Kemaslahatan dunia
dikatagorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara mewujudkan
kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratan.®

1. Kemaslahatan daririyyah (inti/pokok) ; kemaslahatan magasid syariah
yang berada dalam urutan paling atas. lalah kebutuhan yang harus ada atau

disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak

*’Jabbar Sabil, Disertasi Validitas Magasid Al-Khalgq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-
Ghazali, Al-Syatibi Dan Ibn ‘Asyur), (Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), him. 32.

**1bid., him. 33.
%°|smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), him.

65.
®®Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magasid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2009), him. xv.
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terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun

di akhirat.

2. Kemaslahatan ghayr dhaririyyah (bukan kemaslahatan pokok) ; namun
kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatn inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup
dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama
al-kulliyyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-
dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga yaitu memelihara agama (ifzu
al-din), menjaga jiwa (kifzu al-nafs), menjaga akal (kifzu al- ‘agl), menjaga harta
(hifzu al-mal), menjaga keturunan (%ifzu al-nasb).

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya
dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk
memenuhi hajat jiwanya. Agama (Islam) harus terpelihara daripada ancaman
orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan agidahnya,
ibadah, dan akhlaknya. Dari ini agama memberlakukan aturan-aturan untuk
pengawasan (al-wdazi* al-dini).>*

Pemeliharaan oleh agama (al-wazi’ al-dini) yang mana terlaksananya
sebagian besar syariat tergantung padanya. Al-wazi’ al-dini merupakan
pengawalan dari iman yang benar, ia menghasilkan sikap harap dan takut (al-raja’

®! Kata wazi’ berasal dari waza'a yang secara kebahasaan berarti menahan diri dari hawa
nafsu. Secara terminologi kata wazi’ berarti tabiat menahan diri, dalam arti terhadap sesuatu yang
buruk. Makna terminologis ini hanya berbeda pada wazi’ dalam konteks agama, karena tabiat
merupakan sifat manusia, baik individu maupun masyarakat. Ada tiga macam wazi’ yaitu al-wdazi’
al-jibili (keterpeliharaan yang bersumber dari dalam diri manusia), al-wazi’ al-dini

(keterpeliharaan yang bersumber dari agama), dan al-wazi’ al-sultani (keterpeliharaan yang
bersumber dari penguasa).
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wa al-khawf). Oleh karena itu, terlaksananya syariat baik perintah maupun

larangan sangat bergantung kepada sikap beragama mukallaf (mukhatabina

biha).%

llat (alasan) diwajibkannya pelaksanaan ‘ugibat cambuk di depan
khalayak ramai untuk memberikan efek jera kepada si pelaku jarimah. Ini
merupakan tuntutan agama, dengan mengikuti aturan syariat berarti kita telah
memelihara agama. Mengingat tujuan syariat terkait efek jera maka kehadiran
anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun di lokasi pencambukan tidak
menjadi bagian magasid. llat (alasan) pencegahan hadirnya anak-anak di bawah
umur menyaksikan ‘ugiibah cambuk secara langsung adalah menolak mudharat.

Karena dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan dalam tahap perkembangan

jiwa anak.

Kategori kedua®™ merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan
ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Haji (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia
untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka,
seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya.
Semua kemaslahatn ini juga temasuk Magasid Al Syariah.

2. Tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral

dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju

®2Jabbar Sabil, Disertasi..., him. 101.

®*Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magasid Syariah....., him. xvi.
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muru’ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih

baik.

2 Dampak psikologis

Dampak psikologi pada anak ada 2 antara lain:

a. Dapat menimbulkan trauma sehingga mempengaruhi stabilitas psikologis
anak.

b. Dari sudut pandang psikologi belajar, anak belajar dengan cara meniru,
maka dapat berefek si anak meniru ‘ugibah cambuk sebagai praktik
kekerasan.

Menurut teori empiris tentang perkembangan anak. Tokoh utama dari teori
ini adalah Francis Bacon (Inggris 561-1626) dan John Locke (Inggris 1632-1704).
Teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya anak lahir di dunia, perkembangannya
ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran.
Dianggapnya anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin
(tabola rasa) maka pengalaman empiris anaklah yang bakal menentukan corak
dalam bentuk perkembangan jiwa anak.**

Pelaksanaan ‘ugiubah cambuk yang dihadiri oleh anak-anak di bawah
umur bisa memberikan dampak negatif yaitu dapat menimbulkan trauma sehingga
mempengaruhi stabilitas psikologis anak. Disebabkan anak belajar lebih banyak
dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat atau dengar daripada hasil logika berpikir

mereka.

%*Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1991), him. 20.
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Oleh karena itu mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami hal-
hal yang bersifat abstrak, contohnya seperti tujuan dari hukuman cambuk itu
sendiri. Perkembangan pikiran anak pada kenyataan menunjukkan anak belum
mampu menyusun suatu kesimpulan yang edukatif dan deduktif ini dapat
dimengerti karena pengertian yang dimiliki anak masih sangat sederhana. Dan ia
belum mengenal hubungan sebab akibat, kejadian-kejadian di dunia sekitarnya
masih samar-samar baginya. Maka ia pun sering berbuat sesuai dengan
kemampuan penafsiran yang bersandar pada sifat-sifat yang dimiliki anak itu
sendiri, sebab menurut E. Hourlock bahwa: seorang anak dapat memahami
sesuatu secara terperinci (accurate) dari apa yang didengar dan dilihatnya, serta
anak harus berfikir secara kreatif. (hal tersebut dapat dilakukan anak) sejak anak
sudah tidak lagi salah tafsir dari apa yang mereka amatinya.®

Teori lain yang juga menjelaskan efek psikologis pada anak adalah teori
modelling bandura. Menurut Albert Bandura proses belajar terjadi melalui
peniruan (imitation) terhadap perilaku orang lain yang dilihat atau diobservasi
oleh seorang anak. Kita belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang
lain. Anak melihat prilaku orang lain dan kemudian mengadopsi prilaku
tersebut.?® Albert Bandura dan Richard Walters (1959) melakukan eksperimen
pada anak-anak yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil ekperiman mereka

mendapati, bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap

®Abu Hanifah dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah
Ikip Sgplb Serta Para Pendidik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), him. 93-94.

*®Singgih D. Gunarsa, Bunga Rampai Psikologi Anak: Dari Anak Sampai Usia Lanjut,
(Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004), him. 175.
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prilaku model (orang yang ditiru) meskipun pengamatan itu tidak dilakukan terus
menerus.

Proses meniru adalah proses belajar anak. Otak anak laksana spons yang
begitu kuat menyerap segala hal yang diterimanya, otak anak berkembang sangat
pesat khususnya pada masa keemasan atau golden age, yakni usia 0-6 tahun.
Sebuah penelitian menyatakan bahwa anak-anak meniru setidaknya 25 persen
perkataan orang yang sering didengar oleh mereka dan sekitar 60-70 persen anak
akan meniru tindakan yang dilihat dari sekitarnya.®’

Pola prilaku sosial pada sebuah kelompok anak-anak disebabkan kondisi
psikologis atau kejiwaan dan cara berfikir individu atau masyarakat. Dalam proses
sosial, sumber-sumbernya dipengaruhi oleh faktor psikologis individu, yaitu dapat
berupa imitasi, sugesti, identifikasi, simpati dan empati. Dalam istilah sosiologi,
imitasi adalah proses peniruan prilaku orang atau pihak lain.%® Proses imitasi tidak
berlangsung dengan sendirinya. Sebelum seseorang mengimitasi atau meniru
orang lain, terlebih dahulu ia menerima, mengagumi dan menjunjung tinggi orang
yang diimitasi atau ditiru itu. Imitasi memiliki dampak negatif dan dampak
positif. Dampak positif imitasi adalah mendorong seseorang untuk mengikuti
kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlak. Dampak ngatif imitasi adalah
melemahkan pengembangan daya kreasi seseorang.®

Seseorang yang dibekali nilai dan kaidah yang baik tentunya akan meniru
hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupannya, misalnya seorang anak

7www.bimba-aiueo.com. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017.

*®Tim Mitra Guru, Sosiologi, (Penerbit Erlangga, 2006), him. 69.

®1bid., him. 69-70.


http://www.bimba-aiueo.com/
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menirukan gaya berjalan atau memberi hormat seorang prajurit. Sebaliknya,
seorang yang dibekali nilai dan kaidah yang baik akan meniru hal-hal yang tidak
baik yang dapat melemahkan daya kreasinya sendiri. Misalnya seorang gadis
remaja meniru gaya berpakaian ala Barat yang tidak sesuai dengan tuntunan
agama dan kkepribadian bangsa. Seorang sosiolog prancis, Grabial Tarde,
menyatakan bahwa segala peniruan dalam masyarakat pada dasarnya merupakan
produk langsung dan tidak langsung dari berbagai bentuk imitasi, antara lain
imitasi gaya, imitasi pendidikan dan imitasi simpati atau kepatuhan.”® Melihat dari

perspektif ini hukum cambuk dapat ditiru oleh anak.

"9 1bid., him. 70.
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PENGAWASAN PELAKSANAAN ‘UQUBAH CAMBUK

3.1. Deskripsi Wilayah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah Ibukota Provinsi Aceh. Dahulu Kota ini bernama
Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda
Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. kota yang telah berumur 796 tahun ini
berdasarkan Perda Aceh No.5 Tahun 1988, tangga 22 April 1205 ditetapkan
sebagai tanggal keberadaan Kota tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2004, kota
ini dilanda gelombang pasang tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk
dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini, hingga kini belum

diketahui berapa jumlah pasti penduduk Banda Aceh pasca tsunami.

3.1.1. Kondisi Geografis Kota Banda Aceh
Letak Geografis dan Batas Administrasi : 05° 16° 15— 05° 36 16” LU,

dan 95° 16> 15” — 95° 22’ 35” BT, yaitu:"

> Sebelah Utara : Selat Malaka

» Sebelah Selatan : Kab. Aceh Besar

» Sebelah Timur : Kab. Aceh Besar

» Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20
Kelurahan. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa,

®Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik Banda Aceh 2016, (Banda Aceh:
Bappeda, 2016), him. 3.
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Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kemudian berkembang menjadi 9
kecamatan yaitu: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja,

Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala, Ulee kareng.

3.1.2. Visi dan Misi Kota Banda Aceh
Setiap provinsi tentu mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dan misi ini
sangat menentukan kemajuan sebuah daerah. Adapun yang menjadi visi Kota
Banda Aceh adalah membentuk Banda Aceh Model Kota Madani. Adapun misi
Kota Banda Aceh adalah:
1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat
Islam secara kaffah
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
5. Melanjutkan pembangunan infreastruktur pariwisata yang islami
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan
perlindungan anak
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan

kota.’

Kota Banda Aceh pada tahun 2016-2017 telah melakukan eksekusi

hukuman cambuk sebanyak 16 kali dengan perkara yang berbeda diantaranya

"'Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik Banda Aceh 2016, (Banda Aceh:
Bappeda, 2016), hlm. vii.



46

khamar, maisir, khalwat, ikhtilat dan liwat.”? Pelaksanan hukumannya dilakukan
di depan umum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si terhukum
sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan jahat yang

diancam hukuman cambuk.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan ‘Ugiibah Cambuk
Berdasarkan penelitian lapangan ada beberapa mekanisme pelaksanaan
‘ugubah cambuk yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Qanun

Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

3.2.1. Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu pelaksanaan ‘ugiibah cambuk tidak
boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak
dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan di lokasi pelaksanaan
eksekusi pidana cambuk. Banyak anak-anak yang hadir di lokasi kejadian dan
melihat langsung proses pencambukan.

Seperti kasus di Lamgugop pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk
ternadap pelaku liwat, sudah ada himbauan dari petugas keamanan tetapi masih
ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan walaupun tidak berdiri di
garda terdepan.

Menurut pemaparan dari Zamzami’® sesuai dengan amanah Qanun

sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak untuk menyaksikan proses

"?Data dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Diambil pada tanggal 13 Juli 2017.

"*Wawancara dengan Zamzami, Anggota Wilayaul Hisbah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 13 Juli 2017.
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pencambukan karena akan berdampak pada psikologis anak, tetapi merujuk
kepada dasar-dasar pelaksanaan ‘ugitbah cambuk pada masa Rasulullah. Dalam
Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan khalayak

ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.

3.2.2. Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum
dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda
dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak pangggung utama
eksekusi cambuk dengan masyarakat yang menyaksikan. Hal ini terlihat pada
eksekusi cambuk di kota Banda Aceh yaitu di Peuniti di mana penempatan
panggung eksekusi cambuk sangat dekat dengan masyarakat yang menyaksikan
proses pencambukan.

Menurut Zamzami’* sulit untuk melakukan pemisahan jarak 12 (dua belas)
meter antara masyarakat dengan area eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam
Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat karena ketersedian tempat yang
sempit. Seperti pelaksanaan ‘ugitbah cambuk yang dilaksanakan di depan Mesjid
Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan pemisahan minimal 12 meter maka posisi
masyarakat akan berada luar jalan Mesjid tersebut, dan hal ini tidak

memungkinkan untuk dilakukan.

"1bid.
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3.2.3. Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu Hakim Pengawas wajib
memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, dan hal ini
tidak pernah dilakukan penundaan pelaksanaan hukuman cambuk oleh pihak
terkait meskipun ketentuan di dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.

Menurut Yusri”® berdasarkan prakteknya Jaksa tidak pernah melakukan
penundaan pelaksanaan eksekusi cambuk meskipun pelaksaan cambuk yang
berlangsung berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti
banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses
pencambukan, dan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang
menyaksikan sangat dekat. Walaupun di dalam Qanun sangat memungkinkan
untuk dilakukan tetapi belum pernah ditunda dikarenakan menunda itu butuh
biaya, waktu dan tenaga.

Ridwan Ibrahim’ mengatakan bahwa pernah dilakukan penundaan
pelaksanaan ‘ugibah cambuk untuk beberapa menit bukan beberapa hari tetapi
bukan karena tidak terpenuhinya Pasal 262 melainkan siterhukum terlambat
datang pada saat proses pencambukan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hambatan yang menjadi

penyebab pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh tidak

"Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada
tanggal 16 Juni 2017.

"®Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal
13 Juli 2017.
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sesuai dengan mekanisme pelaksanaan ‘ugibah cambuk di dalam Hukum Acara
Jinayat, diantaranya sebagai berikut:
1. Aparatur hukum tidak patuh hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap hukum, patuh terhadap hukum
yang berlaku bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga kewajiban aparatur
hukum. Aturan yang sudah dibuat dan diatur sedemikian rupa gunanya untuk
menciptakan keadilan dan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun dalam
praktiknya sering sekali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang
berlaku.

Banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yang
dilanggar oleh aparatur hukum. Seperti hadirnya anak-anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung.
Walaupun demikian namun aparatur hukum tetap melanjutkan proses eksekusi
jika terjadi hal tersebut dan ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Qanun
Hukum Acara Jinayat. Dimana pengawasan pelaksanaan ‘ugiibah cambuk di
lokasi pencambukan diabaikan oleh aparatur hukum. Ketidakpatuhan hukum oleh
aparatur hukum menjadi faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugiibah
cambuk di Kota Banda Aceh.

2. Kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat

Ridwan Ibrahim’’ mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus benar-
benar memahami apa yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Karena

kurangnya pemahaman aparatur hukum akan menimbulkan banyak masalah

7 bid.
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ketika proses pencambukan. pelaksanaan ‘ugiibah cambuk yang terdapat dalam
Qanun Hukum Acara Jinayat tidak akan pernah bisa diterapkan sebagaimana
mestinya apabila aparatur penegak hukum tidak memahami eksistensi dari hukum
itu sendiri. Karena berhasilnya suatu proses pencambukan sangat bergantung
terhadap pemahaman dari aparatur hukum terhadap hukum itu sendiri.

Kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat
sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada
sikap masyarakat yang sangat tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa
hukum bukan suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya
ditujukan terhadap aparatur hukum tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus
dimiiki oleh masyarakat yang berada di negara hukum.

Setiap warga negara harus mengetahui hukum dan menaatinya.
Pelanggaran akan tetap terjadi apabila masyarakat tidak memahami dan mematuhi
hukum yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda
Aceh, masih banyak masyarakat yang mengikutsertakan anak-anak di bawah
umur untuk menyaksikan proses pencambukan.

3. Aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat

Menurut Yusri’ animo masyarakat untuk menyaksikan langsung proses
pencambukan cukup besar. Padahal terkait pelaksanaan ‘ugabah cambuk ada
ketentuan tersendiri dalam Pasal 262 Qanun Hukum Acara Jinayat. Tetapi jaksa

lebih bersikap lunak terhadap animo masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262

"8 1bid.

"Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal
16 Juni 2017.
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itu. Akibatnya muncul permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan eksekusi
cambuk seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
yang hadir menyaksikan secara langsung proses pencambukan dan keinginan
masyarakat untuk menyaksikan eksekusi cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa
dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan ketentuan dari Hukum

Acara Jinayat.

3.3. Pengawasan Pelaksanaan ‘Ugiibah Cambuk

Pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk agar tidak dihadiri dan
disaksikan secara langsung oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat
tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan pada lokasi
pelaksanaan pidana cambuk. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang masih di
bawah umur berada di lokasi kejadian dan mengikuti proses pencambukan.

Menurut pemaparan dari Antoni Sanjaya® sebenarnya anak-anak dilarang
hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi susah
dikontrol karena eksekusi cambuk dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di
mana jumlah masyarakat yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil
yang bertugas mengawasi pelaksanaan eksekusi cambuk di lokasi. Meskipun
sudah diberitahukan dan diumumkan agar anak-anak tidak boleh hadir dan
menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di

lokasi yang melihat. Adapun tugas dari kepolisian hanya mengamankan

®\Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14
Juni 2017.
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pelaksanaan eksekusi cambuk, untuk pengawasan agar anak-anak tidak boleh
melihat langsung proses pencambukan itu sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan
Wilayatul Hisbah.

Mursyid®® mengatakan bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur
yang hadir dan menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Sulit untuk
mengontrol anak-anak agar jangan melihat eksekusi cambuk secara langsung
karena proses pencambukannya di depan umum, kecuali proses pencambukannya
dilakukan di tempat tertutup. Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya
pengawasan dari aparatur hukum juga karena tidak adanya aturan khusus yang
mengatur tentang sanksi, baik terhadap anak-anak yang menyaksikan eksekusi
cambuk maupun sanksi terhadap pihak penyelenggara eksekusi cambuk. Begitu
juga dengan pengawasan, Qanun hanya mengatur tentang pengawasan proses
pencambukan sedangkan pengawasan terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi
cambuk tidak diatur sedemikian rupa. Ini  merupakan ketidakjelasan dan
kekurangkelengkapan dari norma peraturan di bidang Qanun Hukum Acara
Jinayat.

Maulijar® mengatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh manusia
itu pasti ada efek sampingnya, namanya juga buatan tangan manusia mana ada
yang sempurna. Terkait Pasal 262 ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk
tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan

belas) tahun. Jika kita fokuskan pada Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan

#\Wawancara dengan Mursyid, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada
tanggal 14 juni 2017.

#\Wawancara dengan Maulijar, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada
tanggal 14 juni 2017.
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seketat mungkin agar tidak ada satupun anak-anak di bawah umur yang melihat,
maka tidak akan berjalan proses pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses
pencambukan lebih diutamakan dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena
ketidaksesuaian peraturan di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat
(2) dengan praktek yang terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan
batal demi hukum, karena ini adalah hukum formil.%®
Syarifuddin® mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-
anak di bawah umur delapan belas tahun tidak takut menyaksikan eksekusi
cambuk dikarenakan:
1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur
delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.
2. Rasa penasaran yang tinggi dari anak-anak untuk menyaksikan proses
pencambukan secara langsung.
3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparatur hukum
4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari
datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan
Zamzami®® mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparatur hukum
untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan ‘ugibah

cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Seperti pelaksanaan ‘ugiibah cambuk

#Wawancara dengan Syarifuddin, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni
2017.

®Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13
Juli 2017.
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pada tanggal 23 Mei 2017 hari Selasa saat-saat aktif sekolah di Mesjid Gp.
Lamgugop gunanya supaya anak-anak tidak sempat menyaksikan karena sibuk
melanjutkan pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu usaha dari aparatur
hukum untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi
pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses
pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. karena kegiatan anak-anak
pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.
Ridwan Ibrahim® mengatakan bahwa Bentuk pengawasan pelaksanaan
‘ugubah cambuk di Kota Banda Aceh yaitu:
1. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan
Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan
‘ugubah cambuk merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh
aparatur hukum untuk mengawasi pelaksanaan ‘ugibah cambuk agar berjalan
sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara
Jinayat.
1. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan
Setiap pelaksanaan ‘ugiitbah cambuk, selalu ada himbauan dari aparatur
hukum di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar
setiap masyarakat yang hadir menyaksikan ‘ugibah cambuk mengetahui dan

mendengar serta mentaati himbauan tersebut.

¥\Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal
13 Juli 2017.
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3.4. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan ‘Ugiibah Cambuk
Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota
Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu :

3.3.1. Meningkatkan Proses Sosialisasi Mengenai Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Idris mengatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses untuk
memperkenalkan hal-hal baru yang belum diketahui oleh masyarakat dan
membuat masyarakat paham dan mengetahui hal tersebut. Sepertinya sosialisasi
terhadap Qanun Hukum Acara Jinayat perlu ditingkatkan lagi dalam masyarakat
agar masyarakat akan mengetahui isi dari Hukum Acara Jinayat tersebut.
Sehingga pelaksanaannya akan terasa mudah dan akan berjalan sesuai dengan
yang diharapkan, jadi sosialisasi merupakan cara yang paling efektif dan harus
dilakukan secara terus menerus.®’

Menurut Antoni Sanjaya seharusnya pihak yang bertugas mengawasi
eksekusi cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-
anak tidak hanya dengan modal microfon untuk mengumumkan, tetapi adanya
papan pengumuman di lokasi pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak anak
tersebut mengetahui dan melarang anaknya untuk datang dan melihat langsung
proses pencambukan. Karena anak-anak masih dalam pengawasan dan tanggung

jawab orang tua.®®

#Wawancara dengan Idris, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal
16 Juni 2017.

#\Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14
Juni 2017.
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3.3.2. Meningkatkan Proses Evaluasi yang Dilakukan oleh Aparatur
Penegakan Hukum

Meningkatkan proses evaluasi yang dilakukan oleh aparatur penegak
hukum sangat penting guna meningkatkan efektifitas terhadap proses pelaksanaan
‘ugubah cambuk. Ketika setiap pihak pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk
melakakukan evaluasi terhadap proses pencambukan, maka secara otomatis
mereka telah menemukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal hal
yang menyimpang dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara
Jinayat. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan yang sering muncul di lapangan dan lebih disiplin lagi melakukan
pengawasan sehingga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati semua peraturan

yang sudah ditetapkan.

3.3.3. Meningkatkan  Penegakan  Hukum  Mengenai  Pengawasan
Pelaksanaan ‘Ugibah Cambuk

Penegakan hukum penting dilakukan dalam hal menangani dan
menyelesaikan  penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses
pelaksanaan hukuman cambuk diantaranya seperti banyaknya anak-anak di bawah
umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan sebagaimana hal
ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Hukum Acara Jinayat, jarak antara
tempat berdiri terhukum sangat dekat sebagaimana hal ini bertentangan dengan
Pasal 262 ayat (4) Hukum Acara Jinayat, serta Hakim Pengawas wajib
memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, hal ini

bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat.
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Zamzami®® mengatakan bahwa meningkatkan penegakan hukum mengenai
pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk dengan menjalankan dan
memberlakukan aturan hukum yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya, karena
ketika aturan hukum sudah dijalankan dalam masyarakat maka akan jarang Kita
melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat yang melanggar
hukum itu akan berkurang. Karena penegakan hukum yang baik akan membuat
masyarakat belajar dan menjauhi tindak pidana yang hendak dilakukan oleh

masyarakat itu sendiri.

¥\Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hishah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli
2017.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Demikianlah  pembahasan  skripsi yang berjudul ‘“Pengawasan
Pelaksanaan ‘Ugubah Cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2)
Qanun Hukum Acara Jinayat tentang pelaksanaan ‘uqitbah cambuk tidak boleh
dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” secara garis
besar beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian ini antara lain
sebagai berikut:

Bentuk pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh
adalah:

a. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan
‘ugribah cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan ‘ugiibah cambuk
berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun
Hukum Acara Jinayat.

b. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan. Setiap
pelaksanaan ‘ugiitbhah cambuk, selalu ada himbauan dari aparatur hukum di
lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar
setiap masyarakat yang hadir menyaksikan ‘ugibah cambuk mengetahui
dan mendengar serta menaati himbauan tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparatur hukum untuk mengantisipasi

hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses
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pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan ‘ugibah cambuk tidak dilaksanakan
pada hari libur. Hal ini untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur
di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses
pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Karena kegiatan anak-anak
pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugiitbah cambuk antara lain
sebagai berikut: Aparatur hukum tidak patuh hukum, kurangnya pemahaman
aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat, dan aparat penegak hukum lebih
mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2)
Qanun Hukum Acara Jinayat.

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota
Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik di antaranya vyaitu:
meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
tentang Hukum Acara Jinayat, meningkatkan proses evaluasi yang dilakukan oleh
aparatur penegakan hukum, meningkatkan penegakan hukum mengenai

pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk.

4.2. SARAN

Mengenai pembahasan masalah “Pengawasan Pelaksanaan ‘Ugqiibah
Cambuk di Kota Banda Aceh (analisis Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara
Jinayat tentang pelaksanaan ‘uqiibah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-
anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun” ini penulis mengajukan beberapa

saran yang diharapkan berguna bagi pihak yang berwenang yakni:
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Seharusnya aparatur hukum dan memperbanyak jumlah personil yang
bertugas mengawasi pelaksanaan ‘uguabah cambuk dan aparat penegak
hukum tidak lebih mementingkan keinginan masyarakat banyak
dibandingkan dengan Hukum Acara yang berlaku supaya tidak ada
hambatan yang menjadi penyebab pengawasan pelaksanaan ‘ugibath
cambuk di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan
‘ugubah cambuk di dalam Hukum Acara Jinayat,

Aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan
pelaksanaan ‘ugubah cambuk di Kota Banda Aceh dengan cara
meningkatkan proses sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meningkatkan proses evaluasi dan
meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan
‘ugubah cambuk sebagai tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan
‘ugubah cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih
baik.

Seharusnya adanya penjelasan yang jelas tentang Pasal 262 ayat (2) Qanun
Hukum Acara Jinayat sehingga tidak adanya kekaburan definisi dalam
memahami batas umur yang ditentukan pada Pasal tersebut.

Seharusnya adanya aturan khusus tentang pengawasan dalam Qanun

Hukum Acara Jinayat.
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Pertanyaan wawancara

1.

Berbicara masalah eksekusi pidana cambuk, bagaimana pendapat bapak
terhadap pelaksanaan eksekusi cambuk yang dihadiri dan disaksikan oleh
anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun?

Apa dampak positif dan negatif dari hadirnya anak-anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung?
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparatur hukum terhadap
pelaksanaan ‘ugitbah cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan oleh anak-
anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun?

Siapa yang lebih bertanggung jawab atas pengawasan di lokasi eksekusi
cambuk agar tidak dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun?

Adakah sanksi/konsekuensi yang diberikan kepada pihak penyelenggara
‘ugibah cambuk yang menyimpang dengan ketentuan dalam Qanun Hukum
Acara Jinayat?

Bagaimana solusi terkait Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat
tentang pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di
bawah umur 18 (delapan belas) tahun?

Apa hambatan pengawasan pelaksanaan eksekusi cambuk di Kota Banda
Aceh?

Apa penyebab pelaksanaan eksekusi cambuk di Kota Banda Aceh tidak
sesuai dengan mekanisme pelaksanaan ‘ugubat cambuk dalam Qanun Hukum
Acara Jinayat?

Bagaimana tindak lanjut pengawasan pelaksanaan eksekusi pidana cambuk di
Kota Banda Aceh?



Responden yang diwawancarai

1. Nama 2 Yusri

Umur 156 Tahun

Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh
2. Nama : Idris

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh

3. Nama : Mursyid

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh
4. Nama : Maulijar,

Umur : 32 Tahun

Pekerjaan : Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh
5. Nama : Antoni Sanjaya

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Penyidik Polresta Banda Aceh

6. Nama . Syarifuddin

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Penyidik Polresta Banda Aceh
7. Nama : Ridwan Ibrahim

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam
8. Nama : Zamzami

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Anggota Wilayaul Hisbah Kota Banda Aceh



Jawaban dari responden yang diwawancarai

Antoni Sanjaya dan Syarifuddin (Penyidik Polresta Banda Aceh)
mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak dilarang hadir dan menyaksikan secara
langsung proses pencambukan, tetapi susah dikontrol karena eksekusi cambuk
dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di mana jumlah masyarakat yang
datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil yang bertugas mengawasi
pelaksanaan eksekusi cambuk di lokasi. Meskipun sudah diberitahukan dan
diumumkan agar anak-anak tidak boleh hadir dan menyaksikan secara langsung
proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di lokasi yang melihat. Adapun
tugas dari kepolisian hanya mengamankan pelaksanaan eksekusi cambuk, untuk
pengawasan agar anak-anak tidak boleh melihat langsung proses pencambukan itu
sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan Wilayatul Hisbah.

Antoni Sanjaya (Penyidik Polresta Banda Aceh) mengatakan tindak
lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh
untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu Meningkatkan proses
sosialisasi mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara
Jinayat. Seharusnya pihak yang bertugas mengawasi eksekusi cambuk agar tidak
dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak tidak hanya dengan modal
microfon untuk mengumumkan, tetapi adanya papan pengumuman di lokasi
pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak anak tersebut mengetahui dan
melarang anaknya untuk datang dan melihat langsung proses pencambukan.

Karena anak-anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua.



Syarifuddin (Penyidik Polresta Banda Aceh) mengatakan ada beberapa
faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur delapan belas tahun tidak
takut menyaksikan eksekusi cambuk dikarenakan:

1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur
delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.

2. Rasa penasaran yang tinggi dari anak-anak untuk menyaksikan proses
pencambukan secara langsung.

3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparatur hukum

4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari

datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan

Mursyid (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh) mengatakan
bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang hadir dan menyaksikan
proses pencambukan secara langsung. Sulit untuk mengontrol anak-anak agar
jangan melihat eksekusi cambuk secara langsung karena proses pencambukannya
di depan umum, kecuali proses pencambukannya dilakukan di tempat tertutup.
Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari aparatur hukum juga
karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang sanksi, baik terhadap
anak-anak yang menyaksikan eksekusi cambuk maupun sanksi terhadap pihak
penyelenggara eksekusi cambuk. Begitu juga dengan pengawasan, Qanun hanya
mengatur tentang pengawasan proses pencambukan sedangkan pengawasan
terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk tidak diatur sedemikian rupa.
Ini merupakan ketidakjelasan dan kekurangkelengkapan dari norma peraturan di

bidang Qanun Hukum Acara Jinayat.



Maulijar (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh) mengatakan
bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada efek sampingnya,
namanya juga buatan tangan manusia mana ada yang sempurna. Terkait Pasal 262
ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan
oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Jika kita fokuskan pada
Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan seketat mungkin agar tidak ada
satupun anak-anak di bawah umur yang melihat, maka tidak akan berjalan proses
pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses pencambukan lebih diutamakan
dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena ketidaksesuaian peraturan di
dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (2) dengan praktek yang
terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan batal demi hukum, karena
ini adalah hukum formil.

Mursyid dan Maulijar (Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)
sependapat mengatakan bahwa pengawasan pelaksanaan ‘ugiitbah cambuk
merupakan tangggung jawab Hakim Pengawas. Adapun tindak lanjut terhadap
pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota Banda Aceh untuk suatu
perubahan yang lebih baik adalah meningkatkan proses sosialisasi mengenai
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Idris (Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh), mengatakan
bahwa sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan hal-hal baru
yang belum diketahui oleh masyarakat dan membuat masyarakat paham dan
mengetahui hal tersebut. Sepertinya sosialisasi terhadap Qanun Hukum Acara

Jinayat perlu ditingkatkan lagi dalam masyarakat agar masyarakat akan



mengetahui isi dari Hukum Acara Jinayat tersebut. Sehingga pelaksanaannya akan
terasa mudah dan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi sosialisasi
merupakan cara yang paling efektif dan harus dilakukan secara terus menerus

Yusri (Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) mengatakan bahwa
terkait Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi “hakim Pengawas
wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, berdasarkan
prakteknya Jaksa tidak pernah melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi
cambuk meskipun pelaksaan cambuk yang berlangsung berbeda dengan apa yang
diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti banyaknya anak-anak di bawah umur
18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan, dan jarak antara tempat
berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan sangat dekat. Walaupun
di dalam Qanun sangat memungkinkan untuk dilakukan tetapi belum pernah
ditunda dikarenakan menunda itu butuh biaya, waktu dan tenaga.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk yaitu aparat
penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan
Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Animo masyarakat untuk
menyaksikan langsung proses pencambukan cukup besar. Padahal terkait
pelaksanaan ‘ugiubah cambuk ada ketentuan tersendiri dalam Pasal 262 Qanun
Hukum Acara Jinayat. Tetapi jaksa lebih bersikap lunak terhadap animo
masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 itu. Akibatnya muncul permasalahan
yang terjadi terkait pelaksanaan eksekusi cambuk seperti banyaknya anak-anak di
bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang hadir menyaksikan secara langsung

proses pencambukan dan keinginan masyarakat untuk menyaksikan eksekusi



cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa dan aparat penegak hukum tidak tegas

dalam menjalankan ketentuan dari Hukum Acara Jinayat.

Zamzami (Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh) mengatakan
bahwa sesuai dengan amanah Qanun sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak
untuk menyaksikan proses pencambukan karena akan berdampak pada psikologis
anak, tetapi merujuk kepada dasar-dasar pelaksanaan ‘ugitbah cambuk pada masa
Rasulullah. Dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di
depan khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada

batasan umur.

Adapun mekanisme pelaksanaan ‘ugibah cambuk yang berbeda dengan
ketentuan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Selain Pasal 262 ayat (2) juga
dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu jarak antara tempat
berdiri terhnukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter
jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Sulit untuk melakukan
pemisahan jarak 12 (dua belas) meter antara masyarakat dengan area eksekusi
sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat
karena ketersedian tempat yang sempit. Seperti pelaksanaan ‘ugiibah cambuk
yang dilaksanakan di depan Mesjid Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan
pemisahan minimal 12 meter maka posisi masyarakat akan berada luar jalan

Mesjid tersebut, dan hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh aparatur hukum untuk mengantisipasi

hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses



pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan ‘ugibah cambuk tidak dilaksanakan
pada hari libur. Seperti pelaksanaan ‘ugiibah cambuk pada tanggal 23 Mei 2017
hari Selasa saat-saat aktif sekolah di Mesjid Gp. Lamgugop gunanya supaya anak-
anak tidak sempat menyaksikan karena sibuk melanjutkan pendidikan di sekolah.
Ini merupakan salah satu usaha dari aparatur hukum untuk meminimalisir
hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada
anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda
terdepan. karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan
pendidikannya di sekolah.

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk di Kota
Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya meningkatkan
penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan ‘ugibah cambuk dengan
menjalankan dan memberlakukan aturan hukum yang sudah diatur dengan sebaik-
baiknya, karena ketika aturan hukum sudah dijalankan dalam masyarakat maka
akan jarang kita melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat
yang melanggar hukum itu akan berkurang. Karena penegakan hukum yang baik
akan membuat masyarakat belajar dan menjauhi tindak pidana yang hendak
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Ridwan Ibrahim (Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam) mengatakan
bahwa kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan
‘ugiibah cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan ‘ugitbah cambuk berjalan
sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara

Jinayat. Dan adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan yang



dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir
menyaksikan ‘ugiibah cambuk mengetahui dan mendengar serta menaati
himbauan tersebut.

Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan ‘ugitbah cambuk yaitu
kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat. Aparat
penegak hukum harus benar-benar memahami apa yang diatur dalam Qanun
Hukum Acara Jinayat. Karena kurangnya pemahaman aparatur hukum akan
menimbulkan banyak masalah ketika proses pencambukan. pelaksanaan ‘ugiibah
cambuk yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak akan pernah bisa
diterapkan sebagaimana mestinya apabila aparatur penegak hukum tidak
memahami eksistensi dari hukum itu sendiri. Karena berhasilnya suatu proses
pencambukan sangat bergantung terhadap pemahaman dari aparatur hukum

terhadap hukum itu sendiri.

Kurangnya pemahaman aparatur hukum terhadap Hukum Acara Jinayat
sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada
sikap masyarakat yang sangat tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa
hukum bukan suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya
ditujukan terhadap aparatur hukum tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus

dimiiki oleh masyarakat yang berada di negara hukum.
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